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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2025
PADA PEMERIINTAH KOTA BEKASI

Pengguna Laporan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan pemeriksaan
kepatuhan atas pengelolaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
bantuan keuangan partai politik (Banparpol) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Pemerintah
Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pengelolaan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol.

Tanggung Jawab Manajemen

Pemerintah Kota Bekasi bertanggung jawab atas pengelolaan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol agar sesuai dengan UU Nomor | Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara schingga bebas dari kesalahan yang material dan
kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan efektivitas  pengelolaan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada Pemerintah Kota
Bekasi. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta
merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang
memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.
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Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan
Banparpol pada Pemerintah Kota Bekasi telah efektif.

Selain itu, BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan

dan pengeluaran dana Banparpol pada masing-masing partai politik sebagai berikut.

a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Golongan Karya dengan kesimpulan sesuai;

b. LPJ Banparpol Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan
dengan kesimpulan sesuai;

¢. LPJ Banparpol Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera dengan kesimpulan
sesuai;

d. LPJ Banparpol DPD Partai Amanat Nasional dengan kesimpulan sesuai;

e. LPJ Banparpol DPC Partai Gerakan Indonesia Raya dengan kesimpulan sesuai;

f. LPJ Banparpol DPC Partai Demokrat dengan kesimpulan sesuai,

g. LPJ Banparpol DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kesimpulan
sesuai;

h. LPJ Banparpol Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dengan
kesimpulan sesuai;

i. LPJ Banparpol DPD Partai Solidaritas Indonesia dengan kesimpulan sesuai.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol
sebagaimana terlampir. :

Bandung, 27 Maret 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan P vsi Jawa Barat

NIP 197810082003121003
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

J1. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026
Nomor : 104/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026 Kepada Yth.
Lampiran : Satu berkas Wali Kota Bekasi
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan di
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bekasi

Banparpol di Pemerintah Kota Bekasi TA 2025

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik
(Banparpol) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Pemerintah Kota Bekasi. Standar pemeriksaan
yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan BPK Nomor | Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai
kepatuhan atas pengelolaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol.

Laporan secara rinci atas masing-masing parpol dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan
sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMER ¥
Perwakilan ProvinsiJ4
Kepala,

7,

Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M. CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

Anggota V BPK;

Ketua DPRD Kota Bekasi;

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;

Inspektur Jenderal BPK; dan

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

J1. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104A/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026 Kepada Yth.

Lampiran : Satu berkas Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Partai Golongan Karya
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai  Kota Bekasi
Politik Tahun Anggaran 2025 di
Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang
digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan
rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;

2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam
LPJ Banparpol;

3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi
telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M.Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK; . i

2. Ketua DPRD Kota Bekasi;

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;

Inspektur Jenderal BPK; dan

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.
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DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar PeMeriKSAaN........cccecvcmrususeriismmsarssssasssassssssnsssssssissssassssssasssasaasssasasses ey
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1.3 Tujuan Pemenksaan
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban
(LPJ) bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Golongan Karya Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPD Partai
Golongan Karya Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik scbagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UL Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan
kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada
DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK
melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.
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Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi telah sesuai dengan UU
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan
PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal
yang material.

Bandung, 27 Maret 2026

NIP 197810082003121003
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Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi telah sesuai dengan UU
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan
PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal
yang material.

Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003
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1.1

1.2

1.3

1.4

BABI
PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

¢. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik.

Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk untuk menilai apakah
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber
dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi telah sesuai
dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk
keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan symhangan yang sah
menurut hukum, pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi. Adapun yang
menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol
dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol
penerima bantuan keuangan;

b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan
dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;

c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ
Banparpol; dan

d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan
yang berlaku.
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1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik;

c. PP Nomor 12 Tahun 201 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan  Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol

yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu

dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi,
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan

SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan

akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Peinetiksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DIJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026

tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.
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BAB II
GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan
keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional
kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan
politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan
untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi dan perhitungan bantuan
keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

|. Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pinpinan
Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Nomor SKEP-
99/GOLKAR/V11/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai
Golongan Karya Kota Bekasi Periode 2020-2025.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029
ditetapkan dengan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024
tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024
tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

¢. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai
Golongan Karya Kota Bekasi adalah 205.229 suara dengan jumlah kursi sebanyak
8 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPD Partai Golongan
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Karya Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar
Rp1.539.217.500,00 (205.229 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Pinpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Nomor SKEP-
99/GOLKAR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai
-Golongan Karya Kota Bekasi Periode 2020-2025, meliputi antara lain:

Ketua : Ade Puspitasari
Sektetaris  : Uri Huryati
Bendahara : Astrid Laena Putri

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 6
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BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari
APBD TA 2025 pada DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi, tidak ada temuan
signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal

tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi -

dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber
dari APBD TA 2025 telah memadai.

' BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barai
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Tempat
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Pmympmn laporan pertanggungjawaban pengguifiadn bantuan keuzngan partai polifik yang
dikeluarkan oleh kementrian dalam Negefi.

Kami mencgaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbak,
representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan :
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bantuan keuangan partai politik.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

J1. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104B/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026  Kepada Yth.

Lampiran : Satu berkas Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Partai Persatuan Pembangunan -
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kota Bekasi ‘
Partai Politik Tahun Anggaran 2025 di
Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang
digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tuju'an untuk menilai kepatuhan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan
rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;

2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam
LPJ Banparpol;

3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kcscsuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota
Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



<

Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Eydu Oktain Panjaitan; ST M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;

Ketua DPRD Kota Bekasi;

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;

Inspektur Jenderal BPK; dan

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor {5 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggun gjawaban
(LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi. Pemeriksaan
ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana Banparpol pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi bertanggung jawab atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang, Purtui Politik
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas uu
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah
dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang
material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas penanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada
DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK
melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadal.
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Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi telah sesuai dengan
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan uu
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026
BADAN PEME A KEUANGAN

Penanggung Jawa P criksaan,#

Ibnu Gautama Sugiartﬁ'f .
NIP 197810082003121003

-
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1.1

1.2

1.3

1.4

BAB I
PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik.

Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor | Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan  pemeriksaan kepatuhan ini  adalah untuk  menilai  apakah
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber
dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi telah
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5§ Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor § Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi perlanggungjawaban pcncrimaan dan
pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk
keuangan partai politik yang berasal dari juran anggota dan sumbangan yang sah
menurut hukum, pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi. Adapun
yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol
dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol
penerima bantuan keuangan;

b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan
dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;

¢. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ
Banparpol; dan

d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan
yang berlaku.
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1.5

1.6

1.7

Kriteria Pemeriksaan
Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

b. PP Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik;

c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

e Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

f.  Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.
Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol
yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu
dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi,
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan
SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan
akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V .BDG/PBD.02/03/2026
tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.
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BAB II
GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan
keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional
kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan
politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan
untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi dan perhitungan
bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0208/SK/DPP/C/X1/2021 tanggal 22 November
2021 tentang Pengesahan Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi
Periode 2021 - 2026.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029
ditetapkan dengan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024
tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024
tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

¢. Berdasarkan kedua Sarat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai
Persatuan Pembangunan Kota Bekasi adalah 58.518 suara dengan jumlah kursi
sebanyak 2 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor 20{}.1.S.BKKep.199—Kcsbangpolllw2025 Tahun 2025 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai Persatuan

h
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Pembangunan Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar
Rp438.885.000,00 (58.518 suara x Rp7.500,00).

Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan
Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Persatuan  Pembangunan  Nomor
0208/SK/DPP/C/X1/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pengesahan Pengurus
DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi Periode 2021 - 2026, meliputi antara
lain:

Ketua : H. Sholihin, S.IP
Sekretaris , : Dawam Mahfuz
Bendahara : H. Agus Bejo, SE

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi, tidak ada temuan
signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal
tersebut-menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota
Bekasi dalam mempertanggungjawabkan pencrimaan dan pengeluaran Banparpol yang
bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Baral
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DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KOTA BEKASI
Nomor : 001/EXT/DPC-PPP/BKS/1/2026 Bekasi, 05 Januari 2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal - Surat Representasi Manajemen
Kepada Yth.
Ketua BPK RI/
| Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat
' Di Bandung

Kami memberikan surat representasi ini schubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK. RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran
Bantuan Keuangan Partai Politik yang diterima oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Kota
Bekasi Takun 2024 yang bersumber dari APBD (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), berupa Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja
Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol
per kegiatan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan
Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang
dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik,
representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam
peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik.

2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK RI.Seluruh transaksi yang
sumber dananya berasal dari APBD Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan
Puluh Lima Ribu Rupiah)

3. Telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.

4. DPC Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan aset,
baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.

5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperolch DPC Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Kota
Bekasi dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat.

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan
yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.

7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam
Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang dapat
berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).

8. Kami telah merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern dalam hal:

a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: (ransaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara

: memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang

4 berlaku umum.

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan
peraturan peruncang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
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PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

05 Januari 2025 Harlah PPP Ke-52 17.180.000
02 Januari 2025 - Bendera PPP ( 100 Pcs) 1.000.000
02 Januari 2025 - Spanduk Harlah (12 pes) 1.200.000
05 Januari 2025 - Buzh 500.000
05 Januari 2025 - Sound System 2.000.000
05 Jat;uari 2025 - Konsumsi Nasi Box (30.000x300 box ) 9.000.000
05 Januari 2025 —Konsumsi Snack Peserta (10.000x300 box} 3.000.000
05 Januari 2025 - Air Mineral 20 kardus 480.000
24 Agustus 2024 Latihan Kepemimpinan Kader Dasar ( LKKD) " 41.205.000
20 Agustus 2024 - Cetak Banner LKKD 360.000
20 Agustus 2024 - Cetak Spanduk LKKD 400.000
24 Agustus 2024 | - Konsumsi Nasi Box & Snack ( 45.000x200 Pax ) 9.000.000
73 Agustus 2025 | - Parcel Buah 345,000
24 Agustus 2024 | - Transport Peserta (200.000x120) 24.000.000
24 Agustus 2024 _Honor Nara Sumber (2.500.000x2) 5.000.000
73 Agustus 2025 | - Aqua Botol sedang ( 56.000 x 15 dus ) 840.000
23 Agustus 2025 ~ Pocari Sweat ( 180.000 x 7 dus ) 1.260.000
20 September 2025 | Musyawarah Kerja Cabang ( Mukercab ) 12.500.000
18 September 2025 | - Cetak Banner Mukercab 250.000
20 September 2025 | - Konsumsi Nasi Box & Snack ( 45.000x50 Pax ) 2.250.000
20 September 2025 | - Trasport Peserta ( 50x200.000) 10.000.000
Rakor dan Pendidikan Politik Partai di 12 Kecamatan 180.000.000
02 Movember 2025 PAC kecamatan Bekasi Barat 15.000.000
09 November 2025 | PAC kecamatan Medan Satria 15.000.000
16 November 2025 | PAC kecamatan Bekasi Timur 15.000.000
23 Nopember 2025 | PAC kecamatan Pondok Gede 15 000,000
30 November 2025 | PAC kecamatan Pondok melati 15.000.000 |
07 Desember 2025 | PAC kecamatan RawaLumbu 15.000.000
13 Desember 2025 | PAC Kecamatan Bekasi Utara 15.000.000
14 Desember 2025 | PAC kecamatan Mustika Jaya 15.000.000
20 Desember 2025 | PAC Kecamatan Bekasi Selatan 15.000.000
21 Desember 2025 | PAC kecamatan Jati Asih 15.000.000
25 Desember 2025 | PAC kecamatan Jati Sampurna 15.000.000
28 Desember 2025 15.000.000

PAC kecamatan Bantar Gebang




1. | Keperluan ATK 3.299.551
02 Januari 2025 1. Pembelian Lampu kantor 5 buah 360.000
04 Januari 2025 2. Fotocopy & Jilid 173.551
18 februari 2025 3. Tinta Printer 480.000
27 Februari 2025 4, Kertas A4 10 Rim 470.000
27 Februari 2025 5. Kertas F4 10 Rim 490.000
15 September 2025 |6. Service ac 150.000
27 November 2025 | 7. Materai 100 pes 1.000.000
01 Desember 2025 |8. Mouse komputer 150.000
01 Desember 2025 |9. Pulpen 1 box 26.000
2 | Pengadaan Barang Inventaris 15.250.000
05 November 2025 | 1. Pembelian Sofa Jati (2 Set ) 7.000.000
25 ktober 2025 2. Pembelian kursi Rapat ( 25 Pcs ) 3.750.000
12 ovember 2025 3. Revarasi Kursi 2 set 4.500.000
3 | Rapat Internal 2.000.000
09 Februari 2025 | 1. Rapat Internal DPC PPP 500,000
27 April 2025 2. Rapat Internal DPC PPP 500.000
15 Juni 2025 3. Rapat Internal DPC PPP 500.000
10 Agustus 2025 | 4. Rapat Internal DPC PPP 500.000
4 Plonor Tenaga Administrai Sekretariat 126.000.000
10 Januari 2025 1. Honor a.n Maulana 3.500.000
2. Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000
3. Aisyah 3.500.000
10 Februari 2025 1. Honor a.n Maulana 3.500.000
2. Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000
3. Aisyah 3.500.000
[0 Maret 2025 1. Honor a.n Maulana 3.500.000
2., Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000
3. Aisyah 3.500.000
10 April 2025 1. Honor a.n Maulana 3.500.000
| 2. Honor an Siti Kholilah 3.500.000 |
3.Aisyah 3.500.000
10 Mei 2025 1. Honor-a.n Maulana 3.500.000
2. Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000
3.Aisyah 3.500.000
10 Juni 2025 1. Honor a.n Maulana 3.500.000
2. Honor a.n Siti Khelilah 3.500.000
3.Aisyah 3.500.000
10 Juli 2025 3.500.000

1. Honor a.n Maulana
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2. Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000

3.Aisyah 3.500.000

10 Agustus 2025 1. Honor a.n Maulana 3.500.000

2. Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000

3.Aisyah 3.500.000

10 September 2025 | 1. Honor a.n Maulana 3.500.000

2. Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000

3.Aisyah 3.500.000

10 Oktober 2025 1. Honor a.n Maulana 3.500.000

< 2. Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000

_ 3.Aisyah 3.500.000

10 November 2025 | 1. Honor a.n Maulana 3.500.000

2. Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000

3.Aisyah 3.500.000

10 Desember 2025 | 1. Honor a.n Maulana 3.500.000

2. Honor a.n Siti Kholilah 3.500.000

3.Aisyah ' 3.500.000

Langganan Daya dan Jasa 5.960.006

1. Pembayaran Wifi Kantor 4.500.000

13 Januari 2025 Wifi Kantor bulan Januari 375.000

20 Februari 2025 Wifi Kantor bulan Februari + 375.000

11 Maret 2025 Wifi Kantor bulan Maret 375.000

17 April 2025 Wifi Kantor bulan April + 375.000

15 Mei 2025 Wifi Kantor bulan Mei 375.000

10 Juni 2025 Wifi Kantor bulan Juni 375.000

18 Juli 2025 Wifi Kantor bulan Juli 375.000 |

12 Agustus 2025 Wifi Kantor bulan Agustus 375.000

10 September 2025 Wifi Kantor bulan September 375.000
13 Oktober 2025 Wifi Kantor bulan Oktober * 375.000 |-

14 November 2025 Wifi Kantor bulan November 375.000

11 Desember 2025 Wifi Kantor bulan Desember 375.000

2. Pembelian Air Minum Galon 960.000

10 Februari 2025 Air Minum Galon 160.000

10 April 2025 Air Minum Galon . 160.000

10 Juni 2025 Air Minum Galon 160.000

10 Agustus 2025 Air Mihum Galon 160.000

10 Oktober 2025 Air Minum Galon 160.000

10 Desember 2025 Air Minum Galon 160.000

500.000

3. Surat Menyurat
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
e ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA BEKASI

DI BEKASI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 1QC!TILHP—BP!DJPKN~V.BDG!PPD.03!0312026
Tanggal : 27 Maret 2026
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

JI. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104C/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026  Kepada Yth.

Lampiran : Satu berkas Ketua Dewan Pengurus Daerah
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Partai Keadilan Sejahtera
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kota Bekasi
Partai Politik Tahun Anggaran 2025 di
. Bekasi

»  Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pengurus
Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan
adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
BPK Nomor | Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

I. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan
rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;

2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam
LPJ Banparpol,
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan

4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi
telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

“ .» Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Eydu Oktain Panjaitan,‘S:.'

F Tembusan:

1. Anggota V BPK;

Ketua DPRD Kota Bekas;

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK,

Inspektur Jenderal BPK; dan

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

IR




DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN........
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1.2 Standar PemeriKSAAN .......cocccuucrersmmmmsersensssssssssrmasisussasssssassaisssnssastnssssnsssssssesasesess
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LAMPIRAN
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA BEKASI

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban
(LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi. Pemeriksaan ini
bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
dana Banparpol pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 201 | tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PF) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan
kecurangan.

Suiopg

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada
DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK
melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan untuk mem peroleh keyakinan yang memadai.

e e e e —————
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Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi telah sesuai dengan UU
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan
PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal
yang material. S

Bandung, 27 Maret 2026
' BADANPEMERIKSA KEUANGAN

5y
Ibnu Gautama Sugiarto, S.E., M.Si., AK., CA, CSFA

NIP 197810082003121003

%]
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik.

1.2 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.

A

A

i

1.3 Tujuan Pemeriksaan

s

Tujuan  pemeriksaan kepatuhan ini  adalah untuk  menilai  apakah
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber
dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi telah sesuai
dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4 Lingkup Pemeriksaan

B IS A B

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk
keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah
menurut hukum, pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi. Adapun yang
menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol
dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol
penerima bantuan keuangan;

b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan
dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;

c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ
Banparpol; dan

d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan
yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 3 :FJf
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1.5

1.6

Kriteria Pemeriksaan
Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

a UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik;

c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 'tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib  Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

g.. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.
Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol
yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu
dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi,
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan
SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan
akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DIPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026
tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



BABII
GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan
keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional
kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan
politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan
untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi dan perhitungan bantuan
keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

|. Surat Keputusan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera Nomor 050.PD.1/SKEP/AJ-PKS/2021 tanggal 17 Agustus
2021 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Keadilan Scjahtera Kota Bekasi
Periode 2020 - 2025.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-
2029 ditetapkan dengan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun
2024.

. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai
Keadilan Sejahtera Kota Bekasi adalah 296.139 suara dengan jumlah kursi
sebanyak 11 kursi.

Perhitungan Banparpol

lad

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/1V/2025 Tahun 2025 tentang
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Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPD Partai Keadilan
Sejahtera Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar
Rp2.221.042.500,00 (296.139 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus
Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 050.PD.1/SKEP/AJ-PKS/2021 tanggal 17
Agustus 2021 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota
Bekasi Periode 2020 - 2025, meliputi antara lain:

Ketua . Heri Koswara
Sckretaris ;- Daradjat Kardono
Bendahara : Totok Prasodjo
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BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari
APBD TA 2025 pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi, tidak ada temuan
signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal
tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota
Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang
bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Nomor . 02 /K/AJ-24/1/1447 Bekasi, 8 Januari 2026.

Lampiran : I set

Perihal : Surat Representasi Manajemen ‘ .
Kepada Yth.
Ketua BPK/ Kepala Perwakilan
Provinsi Jawa Barat
Badan Pemeriksa Keuangan RI

1. Moch Toha No 164 Bandung

_ Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan
Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia  (BPK-RI) tethadap  Laporan
Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPD Partai
Keadilan Sejahtera Kota Bekasi tahun 2025 yang bersumber dari APBD, yang terdiri

a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik

(Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan;

b. Rekapitulasi barang inventaris / modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan
- penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Banfuan Keuangan Parpol.

Kami ménegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
Laporan Perfanggungjawaban terscbut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Pedoman Tata Cara Penyampaian Loporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keunangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan. keyakinan dan pengetahuan kami yang
terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan :

I. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format
yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-
RL

3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD tclah dicatat dan
difaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.

4. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan
aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk keperluan operasional
partai politik.

5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPD Partai Keadilan Sejahtera
Kota Bekasi dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan
Operasional Sekretariat.

Dewan Pengurus Daerah Kota Bekasi

1. Inspeksi Kallmalang Kav. 7 RT.12/11 Jakasampurna, Bekasi Barat - Kota Bekasi 17145
Phone : (021) 88856528, Fax : (021) 88856529

E-mail : kotabekasi@pks.id Website : bekasi.pks.id



6. ‘Sampai saat.ini‘kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap
hukum: dan perﬂ.turaﬂ yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan
Pertanggungjawaban kami.

7. Tidak terdapat kecurangan material {kesalahan disengaja, penghilangan jumlah
atan pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan
dana Bantuan Kenangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan
Pertenggungjawaban).

8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intem dalam hal :

a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban : transaksi-transaksi telah dicatat,
diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.

b, Ketaatan pada peraturan yang berlaku : {rangaksi-transaksi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung
terhadap Laporan Pertanggungjawaban.

9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan
Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas
Laporan Pertanggungjawaban pengunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari
APBD.

DPD Partai KeadilanSejahtera

?’“&L,p By 6 Kota Bekam

“Fendaby Surya Putra, B.Eng
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REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Besarnya baptuan  : Rp. 2,221,042,500

NO¥ JENIS PENGELU. \ : R e - :
; B ENGELUARAN |xe _JGES'_‘ST AR mﬁmuzrh M‘f . REALISASI(Rp)| KET
! i : | 4 5 5
A. |PENDIDIKAN POLITIK
] [Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik
“N|  |sertaperatoran perundang-undangan yang
mengatur mengenai pendidikan politik _
a, Seminar _ - - 0
b. Lokakarys _ - = 0
¢. Dialog Interaktif ) ' . 6x 14,625,000
d. Sarasehan : - - 0
e Workshop L . - _ 0
£ Kegman?armroﬁﬁk Jainnya sesuai tUgas : . X
B. |OPERASIONAL SEKRETARIAT
1. Administrasi Umum . e ___ B
a. Keperluan ATK v 9x 9,078,300 ]
b. Rapat Internal Sekretariat v 1x 2,100,000 n
C. Petjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaany
™\ dan fungsi partai politik - - 0
4. Transpor dalam rangka mendukung : i
kegiatan opetasio it sevetariat v 3x 430,300,000
c. Pengadaan inventaris berupa peralatan e
kantor antara lain : furnitur, komputer, ' I1x 2,500,000
‘mesin foto copy 3
f. Sewa kantor - v ©o1x 160,000,000
“Honor tenaga administrasi sekretariat i ' e
g Honor tenaga administrasi sekretariat parie v 13x 214,500,000
politik
2. Langganan Daya dan Jasa o _
% R (— S IS — S
a. Telepon dan Listrik = v 24 x _ i,sz.l,oz.g Sy ool
b, Air Minum sckretariat I . . L . —
~c. Jasa Pos dan Giro - - 0
4. Surat Menyurat atau media cetak dan f i RpesmR——— e
| N P R S

Dewan Pengurus Daerah Kota Bekasi

31 Inspeksi Kalimalang Kav. 7 BT, 12/1 Jakasampurna. Bekasi Barat - Kota Bekasi 17145
Phone : (021) 88856528, Fax: (021 83856528

E-mail : kotabekasi@pks.ld Websita : bekasi.pks.id




JENIS PENGELUARAN ) | KEGIATAN | KEGIATAN REALISASI.(Rp) KET
e " {2 1 g, 6
3. Pemeliharaan Data dan Arsip ~
a Ppuylmpamndataelekttmk v 13x 9,547,140
4. Pemdmmmn?eram Kmuqr ,
: &Pme!ihamanperaiatanelektnmk L - 0]
b. Pemeliharaan inventaris v 15x | 27,841,000
_ Total Penggunaan Dana 2221.045743 ;
Tntal Bantuan y‘agg;litenjma 2 m 042 500
Saldo{deﬁsit o -4 248
Ihhu‘latkan_ ) 0

Mengetaliui =
DPD PKS Kata BekaSI

{ Fendaby Surya Pufra, B.Eng )




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS .
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KOTA BEKASI

DI BEKASI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 19D/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

J1. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104D/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026 Kepada Yth.

Lampiran : Satu berkas Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Partai Amanat Nasional
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Kota Bekasi
Politik Tahun Anggaran 2025 di
Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggu ngjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang
digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan
rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;

2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam
LPJ Banparpol;

3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi
telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pem eriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

o
eS8l
Y
Eydu Oktain Panjaitan, S.E+MM., Ak, CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;

2. Ketua DPRD Kota Bekasi;

3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;

4. Inspektur Jenderal BPK; dan

5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

L



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025 ...covvuniccnnecssansenee

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DAasar PEmeriKSAan ..........oomeissasacsossssssiomsossssnsasaissisisessssanssasassassisssassssssisesssssnasenss
1.2 Standar PEmMEriKSAAMN ........e.eieerererersussissermsnssasssssssssssssssssasssaresssssessasssassesasasans
1.3 Tujuan PemEriKSAAN. .......covuurmurremseisennesesssitisissassarsass s ensanens
1.4 Lingkup PemeriKSaan........c.ccvmucumeeuessemieseniinisisisssssssisiss sy
1.5 Kriteria PemerikSaan........cccvecereeeremsmmsenmsnrassaiaisnsssssssssssesessissassinansassissisansisssnas
1.6 Metodologi PemerikSaan. ........cccvmuiuemuerriisneninnisssc s
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan .......ccoceeuevunrsimmnsnisioniecnsisinssisssnnss G

BAB Il GAMBARAN UMUM w.cooorrercsssemssssns '

BAB II1 HASIL PEMERIKSAAN

LAMPIRAN

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban
(LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Bekasi. Pemeriksaan ini
bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
dana Banparpol pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi .

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor I
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan
kecurangan. :

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpo! yang bersumber dari APBD TA 2025 pada
DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK
melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat |
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Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang (epat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi telah sesuai dengan UU
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan
PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal
yang material.

Bandung, 27 Maret 2026

)

. / 7

Ibnu Gautama Sugiarte7S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003
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1.1

1.2

1.3

1.4

BAB I
PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara,

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

¢. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang ?artai Politik.

.

Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.

Tujuan Femeriksaan

Tujuan  pemeriksaan  kepatuhan  ini adalah untuk menilai  apakah

- pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber

dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi telah sesuai
dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk
keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah
menurut hukum, pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi. Adapun yang
menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol
dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol
penerima bantuan keuangan;

b. Kcscsuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan
dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;

c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ
Banparpol; dan

d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan
yang berlaku.
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1.5 Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

a.

g

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik;

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

L]
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas, Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan  Tertib Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol
yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu
dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi,
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan
SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan
akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemcriksuun

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T. /ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026
tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.
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BAB II
GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan
keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional
kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan
politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan
untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi dan perhitungan bantuan
keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-S8J/118/1V2022 tanggal 28
April 2022 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi
Periode 2020-2025.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-
2029 ditetapkan dengan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312
Tahun 2024 tanggal 28 Mci 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun
2024.

c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai
Amanat Nasional Kota Bekasi adalah 97.683 suara dengan jumlah kursi sebanyak
S kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/TV/2025 Tahun 2025 tentang
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Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPD Partai Amanat
Nasional Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar
Rp732.622.500,00 (97.683 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-8J/118/1V/2022 tanggal 28
April 2022 tentang Pengesahan Pengurus DPD Kota Bekasi Periode 2020-2025,
meliputi antara lain:

Ketua :  H. Fathur R. Duata
Sekretaris :  H. Abdul Muin Hafied
Bendahara : Aminah
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BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari
APBD TA 2025 pada DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi, tidak ada temuan
signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal
tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Amanat Nasional Kota Bekasi
dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang
bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Bekast, 31, Desember 2025

DEWAN PIMPINAN DAERAH

H. FATHUR R. DUATANS? AMINAH
Ketua Bendahara
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

JI. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

- Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104E/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026  Kepada Yth.

Lampiran : Satu berkas Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Partai Gerakan Indonesia Raya
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kota Bekasi
Partai Politik Tahun Anggaran 2025 : di
Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan ket‘fangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran
Péndapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang
digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor | Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan
rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;

2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam
LPJ Banparpol;

3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota

Bekassi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"



Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
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Eydu Oktain Panjaitan, S.E--MM., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA .
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;

Ketua DPRD Kota Bekasi;

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;

Inspektur Jenderal BPK; dan _

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1S Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban
(LPJ) bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai
Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan
atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPC Partai
Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi .

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi bertanggung jawab atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas uu
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah
dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang
material dan kecurangan. '

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi berdasarkan hasil
pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK.
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serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang
memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbz‘ingan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban pertanggungjawaban penerimaan dan pengelharan dana Banparpol
yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota
Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik dalam semua hal yang maEerial.

Bandung, 27 Maret 2026
BADAN-PEME: A KEUANGAN

NIP 197810082003121003

e
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1.1

1.2

1.3

1.4

BAB I
PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

c¢. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik.

Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan  kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran’dana Banparpol yang bersumber
dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi telah
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk
keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah
menurut hukum, pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi. Adapun
yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol
dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol
penerima bantuan keuangan;

b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan
dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;

¢. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ
Banparpol; dan

d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan
yang berlaku.
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1.5

1.6

1.7

Kriteria Pemeriksaan
Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik;

. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

f Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.
Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol
yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu
dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi,
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan
SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPIK. Penarikan kesimpulan
akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemcriksann dilakukan sclama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T /ST/DIPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026
tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.
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BABII
GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan
keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional
kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan
politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan
untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi dan perhitungan
bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Surat Keputusan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Parta Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-0291/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal
22 September 2023 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai
Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029
ditctapkan dengan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 312 lahun 2024
tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024
tanggal 28 Mei 2024 tentang Penctapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

¢. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai
Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi adalah 156.776 suara dengan jumlah kursi
sebanyak 6 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/1V/2025 Tahun 2025 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai Gerakan
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Indonesia Raya Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar
Rp1.175.820.000,00 (156.776 suara x Rp7.500,00).

Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Parta Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-0291/Kpts/DPP-
GERINDRA/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Susunan Personalia Dewan
Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat,

meliputi antara lain:

Ketua : Tahapan Bambang Sutopo, S.H
Sekretaris  : Misbahudin, S.E

Bendahara : Ny. Murfati Lidianto, S.E
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BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi, tidak ada temuan
signifikan atas laporan pertanggungjawaban Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa
tingkat kepatuhan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi dalam
mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 telah memadai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT
KOTA BEKASI

DI BEKASI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 19F/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

J1. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104F/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026 Kepada Yth.

Lampiran : Satu berkas Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Partai Demokrat
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kota Bekasi
Partai Politik Tahun Anggaran 2025 di
Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang digunakan
adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
BPK Nomor | Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

| Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan
rekening kas umum partai politik (parpol) alau rekening parpol pencrima hantuan keuangan;

7 Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam
LPJ Banparpol;

3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas pengginaan Ranparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi telah
sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. '



Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Eydu Oktain Pan,a.tan, LM., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1.

Anggota V BPK;

2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3
4
5

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;

. Inspektur Jenderal BPK; dan
. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT KOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) Tahun
Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan
dan pengeluaran dana Banparpol pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Demokrat Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor |
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan
kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada
DPC Partai Demokrat Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan
pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar
tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.
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Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi telah sesuai dengan UU Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali
diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026

Ibnu Gautama Sugiareo, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003
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1.1

1.2

13

1.4

BABI
PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

a. UU Nomor |5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

¢. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik.

Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor | Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan  pemeriksaan  kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber
dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi telah sesuai dengan
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik.

Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana Banparpol yauy bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk
keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah
menurut hukum, pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi. Adapun yang menjadi
sasaran pemeriksaan adalah:

a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol
dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol
penerima bantuan keuangan;

b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan
dilaporkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol;

c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ
Banparpol; dan

d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan
yang berlaku.
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1.5 Kiriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik;

¢. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib  Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol

yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentn

dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi,
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan

SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan

akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemerlksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026

tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.
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BABII
GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan
keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional
kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan
politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan
untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bekasi dan perhitungan bantuan keuangan
partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrat Nomor 421/SK/DPP.PD/DPC/VI1/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi
Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029
ditetapkan dengan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 312 Tahun 2024
tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 313 Tahun 2024
tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

¢. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai
Demokrat Kota Bekasi adalah 75.029 suara dengan jumlah kursi sebanyak 2 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai Demokrat
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Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah  sebesar
Rp562.717.500,00 (75.029 suara x Rp7.500,00).

Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Demokrat Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 421/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 tanggal 19
Juli 2022 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2027, meliputi antara lain:

Ketua : Ronny Hermawan, SH
Sekretaris  : Abdul Rozak
Bendahara : Epi Supidah, SH
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BAB 111
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, tidak ada temuan signifikan atas
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC Partai Demokrat Kota Bekasi dalam
mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 telah memadai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Kepada Yth.
Ketua BRK RV

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat
Di Baridung.

Fmediberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa
ublik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan
an, Keuangan. Partai Politik yang diterima oleh DPC Partai Demokrat Kota Bekasi
bﬂmﬂnbacr dari APBD Kota Bckasx, berupa Rclcaprmlam realisasi pencrimaan dan

eniegaskan bahwa-kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan
an ‘fersebut -sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara

Datmk;m Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki
ifi yang disews untuk operasional partai politik.
_ an Partai Politik yang diperoleh DPC Partai Demokrat Kotz Bekasi dipergunakan
fudran Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat.
in saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan
fens g“ang «dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
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i transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
bﬁmhﬂgﬂm&mm Pertanggungjawaban.

RONNY HERMAWAN, S.H.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA BEKASI

DI BEKASI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 19GIT!LHP-BP!DJPKN-V.BDG!PPD.O:’JOS!ZOZB
Tanggal : 27 Maret 2026




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

J1. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104G/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026 Kepada Yth.

Lampiran : Satu berkas Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Partai Demokrasi Indonesia
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Perjuangan Kota Bekasi
Partai Politik Tahun Anggaran 2025 di
Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi di Bekasi. Standar
pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk
menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang
meliputi:

|, Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan
rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan:

2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam
LPJ Banparpol:

3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kota Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
s¢insi Jawa Barat

.
Eydu Oktain Panjaitan, S. ¥., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001 -

Tembusan:

1.

il

Anggota V BPK;

Ketua DPRD Kota Bekasi;

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;

Inspektur Jenderal BPK; dan

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN CABANG _
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban
(LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan
dan pengeluaran dana Banparpol pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota
Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi bertanggung jawab atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah
dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang
material dan kecurangan. '

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada
DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan.
BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Buarat ] %ﬂ
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merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang
memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi telah
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas PP Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan-Pfayingi Jawa Barat

f?enanggung JawapPemeriksaan, g‘f

Ibnu Gautama Sugiark>$A., M.Si., Ak, CA, CSFA
NIP 197810082003121003

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2



1.1

1.2

1.3

1.4

BAB I
PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara,

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

¢. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik.

Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan  pemeriksaan  kepatuhan ini adalah untuk menilai  apakah
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber
dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi
telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,

Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025. tidak termasuk
keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah
menurut hukum, pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi.
Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol
dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol
penerima bantuan keuangan;

b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan
dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;

c¢. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ
Banparpol; dan

d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan
yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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1.5

1.6

1.7

Kriteria Pemeriksaan
Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
‘kepada Partai Politik;

¢. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

£ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.
Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol
yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Jalam bentuk pemeriksaan kcpatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi,
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan
SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan
akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

Jangka Waktu Pemcriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Sural Tugas Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 59/T /ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026
tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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BABII
GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan
keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional
kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan
politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan
untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi dan
perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPC Partai Demok:asi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 12.22/KPTS -KP/DPP/XI/2025
tanggal 16 Desember 2025 tentang Pengesahan Penetapan Ketua serta 2 (Dua) Calon
Personalia DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Masa Bakti 2025-2030.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-
2029 ditetapkan dengan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

L
b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun
2024.

c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi adalah 201.83 1 suara dengan jumlah
kursi sebanyak 9 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/1V/2025 Tahun 2025 tentang

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 5



Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut
adalah sebesar Rp1.513.732.500,00 (201 831 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor
12.22/KPTS-KP/DPP/X11/2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Pengesahan
Penetapan Ketua serta 2 (Dua) Calon Personalia DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi
Masa Bakti 2025-2030, meliputi antara lain:

Ketua . Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono
Sekretaris : Ahmad Faisyal Hermawan, SE, MM.

Bendahara : Anastasia Pudji

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 6 ‘f i



BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi, tidak ada
temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan
pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPK Pervakilan Provinsi Jawa Barat 7
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representasi becikutini telah kami buat kepada BPR-RI s

e 1. Laporan Pertangguogjawaban tersebut telah kantd sajikan scsuai dengan format yang telah
'. diatur dalam peratursn terkail Wl cars penyadpaian Laporan Perfanggungjawaban
Penggunasn Bantuan Keuangan Partai Politik. |
7. Kami telah meryediakan seffiva data das informasi yang dnggf{iﬁukm kepada BPK - RI.
telah

3. Selutuh transaksi yang bersumber dananyd berasal dari A dicatat dan dilaporkan
Pertanggungjawaban. )

4. DPC Partai Demokrasi Indonesia Petjuangan ( PDI Perjuangan ) Kota Bekasi memiliki hak
penuh atas pengolaan assel, batk yang dimfliki sendiri maupun yang disewa untuk
operasional Kl;uﬁz l’i:'!litﬁﬂ::“ — s e

5. Banmifoan Keuangan Partai Politik g2 ip 'C Pertai Demokrasi Indonesia
Pe ‘_%( Féﬁ;l uangan Eﬂn%si an untuk pengéluatin pendidikan
baciat Pelifik dan Opefasiohal Sekrelarit.

6. Samipai dengan saat ini kami (idak ifiengetahui adanya (indekan polanggaran térhadap
hukom dan perityran yang dampaknya perlu  diungkapkan dalam  Laporan
Pedtanggungjuwabin kafi. |

7. Tidak terdapat kecurangan material { kesalghan dimsa{aédpmgﬁ!mgaq penyalahgunaan
dana Dantuan keuangan Pafpol yang ddpat berdampak techadap [Laporan
pectanggungjawaban ).

8. Kami telah menilai éfektifitas sistem pengeadalian intern dalam hal :

a. Keandalan Laporin Pertanggus '

: ertanggungiawaban : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan
diringkas  secafa lﬁef{lﬁili witek  miemungkinkan  penyusunan  Laporan
Pertanggungjawabah sesunl prinsip yang berlaku urium.

I—

Sekrutariat : Ruko Sontra Niaga Kafimalang, Ji, Ahm 23 Yanl No. 13, RT.00VRW.011, Kel Kayuringln Jeya
Kec. Bokasl Seletan, Kota Bekasl, Jaws Bacat Emall. : dpcpdiperjuangankotabekasi@gmall.com
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KOTA BEKASI

DI BEKASI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 19H/T/LHP-BP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

JI. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104H/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026 Kepada Yth.

Lampiran : Satu berkas Ketua Dewan Pengurus Cabang
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kota Bekasi
Partai Politik Tahun Anggaran 2025 di
Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kelangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pengurus
Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang
digunakan adalih Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan
rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;

2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam
LPJ Banparpol;

3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota
Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

. B !'}‘.'/' '
Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M!, Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;

Ketua DPRD Kota Bekasi;

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;

Inspektur Jenderal BPK; dan

Kepala Badan Perencanian, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN AN_GGARAN 2025

PADA DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BEKASI

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban
(LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi. Pemeriksaan ini
bertujuan untuk kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi.

Tanggung Jawab Manajemen

DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi bertanggung jawab atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 agar
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan
kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada
DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK
melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK. serta merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat I



Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi telah sesuai dengan
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politikdalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026
MERIKSA KEUANGAN

&_& f;euanggu Al Pemeriksaan, ,,f

=g f

T ':5;7./
Ibnu Gautama Sugiarte; S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP 197810082003121003

t-J
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l.l

1.2

1.3

1.4

BAB I
PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara,
b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

¢. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tensang Partai Politik.

Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini  adalah untuk  menilai apakah
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber
dari APBD TA 2025 pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bckasi telah sesuai
dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik dan PP Nomor § Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2075, tidak termasuk
keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah
menurut hukum, pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi. Adapun yang
menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol
dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol
penerima bantuan keuangan;

b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan
dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;

¢. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ
Banparpol; dan

d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan
yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 3
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1.5

1.6

1.7

Kriteria Pemeriksaan
Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik;

¢. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)- Nomor 36 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
dan Tertib Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

f. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

5

g. Ketentuan lain terkait Ban parpol serta pengelolaanya.
Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol
yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu
dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi,
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan
SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan
akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor $9/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026
tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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BAB II
GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan
keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional
kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan
politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan
untuk perididikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi dan perhitungan
bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:”

1. Surat Keputusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11535/DPP/01/V1/2022 tanggal 30 Juni 2022
tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan
Bangsa Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Sisa Masa Bakti 2021 - 2026).

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-
2029 ditetapkan dengan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
dalam Pemilihan Umum ‘I'ahun 2024.

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun
2024.

. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPC Partai
Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi adalah 82.454 suara dengan jumlah kursi
sebanyak 5 kursi.

Perhitungan Banparpol

e

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan
Walikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 Tahun 2025 tentang

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 5



Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPC Partai
Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah
sebesar Rp619.080.000,00,00 (82.544 suara X Rp7.500,00,00).

Pejabat partai politik

Pejabat DPC Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11535/DPP/01/V1/2022 tanggal 30
Juni 2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Sisa Masa Bakti 2021 - 2026),
meliputi antara lain:

Ketua . Rizki Topananda
Sekretaris - Alit Jamaludin
Bendahara : Ahmad Murodi

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari
APBD TA 2025 pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi, tidak ada temuan
signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal
tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota
Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang
bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

~]1

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Baral
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LAMPIRAN




Nairior :ﬁgugpe-zz 23002/X1172025 Bekasl, 12 Desembar 2025
L&HTipican et
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Badan Pemerintahian Kevangan RI
Jtu&muﬁim

Kami Memberilqan surat representas! Ini sehubungan dengan pemeﬂksﬂaan badan pemeciksaan
Kepanganﬂepugﬂc Indohesia (BPK-RI) tethadap laporan pertanggungjawaban penefimaan dan Pengeluaran
Bantuan Keuangan Partai Politik yang diterima oleh Dewan Pimpinan Eabmﬁ m f’adal Kebangkitan
Barigsa Kota ﬁel;casl yang Bersumber dari APBD fiantuan Padai Politik Tahuri Anggaran $025, berupa
rekapitglasi tealisasi pénerimaani dan belanja Bantuan Keuarigan Partal Politik (Parpol) dan fincian reafisasi
belanja.._d_an.bg;;t_qan-l(euangan Parpol per kegiatan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan
Pedanggunq’jmban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman TataGara Penyampaian
Laporan Pmanggunq;awaban Pengguanaan Bantuan Keuangan Partai Politk yang dikeluarkan oleh

efientriar Dalam Negeri.

Kanmii Menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbalk representasi
berikut ini kami buat kepada BPK-RI selania pemeriksaan ¢

1. Laporan pertanggungjawaban tersebut felah kami sajlkan sesuai déngan format yang telah diatur
dalam peraturan terkait Tata cara penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan

2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperiukan kepada BPK-RI

3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBO Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran
2025 felah dicatat dan dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban

4. DPG Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi memiliki hak penuh gtas pengelolaan asset, baik yang
dimilikl sendirl maupun yang disewa untuk keperluan operasional partal politik

5. Banfuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPC Partal Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi
dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan partai politik dan Operasional Sekretariat

6. Sampai saalini kami fidak mengetahui adanya Tindakan pelanggaran lerhadap hukum dan peraturan
yang dampaknya periu diungkapkan dalam Laporan Pefanggungjawaban kami.

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BEKASI
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7. Tidak tardapit Kecurahgan matendl (kesalahan disengaja panglilangan Jumiah atau pergudgkagan
dalaf laporah petanggungjawaban dan penyalahigunaan dana Bantuah Kewangan Parpol yatig dapat

berdampak terhadap Laporan Peftangguniglawabari).
8. Ramitelah menllal elekiifitas syt
8. Keangalar Laporan pertanagungowaban transak ksi felah dicatat diproses dan diringkas
segata fematlal uhtuk memunghinkan genm;umn Laporan Pertangqurigiawaban sesuai denag

mmhﬁﬂ;&mmﬁﬂ

b. Kelaatan pada peraturan yang berlaku: transdksi-transaksi diaksanakan sesual deérigan ketentuan
petaian  perundang-indangan yand becdampak lafigsung terhadap  Laporan
Pﬂiﬁtﬂ?ﬂﬂmawaban

dengaa kele‘ﬁhxan pemh.lran penfndﬁng-(fﬁdﬂngan

Demiian sufdt Representasi il dibuat -sebagai penjeldsan kepada BPKRI alas Laporan
Pertanggungjawaban pengunaan Bantuan Keuangan parpol yang bersiifiber dari ARBD.

0P Partal Kebargilan Bangsa Kota Bekasi
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

JI. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 27 Maret 2026

Nomor : 104I/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.03/03/2026 Kepada Yth.

Lampiran : Satu berkas Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Partai Solidaritas Indonesia
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Kota Bekasi
Politik Tahun Anggaran 2025 di
: . ] Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi di Bekasi. Standar pemeriksaan yang
digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol, yang meliputi:

|. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan
rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;

2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam
LPJ Banparpol;

3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota
Bekasi telah sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Laporan secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

RIKSA KEUANGAN

Symsi J Barat
el iawa ara

'\"\\?\ . / /

- pAR
Eydu Oktain Panjaitan, 8355M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP, CFrA
NIP 196910011996031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK,

2. Ketua DPRD Kota Bekasi;

3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;

4. Inspektur Jenderal BPK; dan

5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertan ggungjawaban
(LPJ) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi. Pemeriksaan ini
bertujuan untuk kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi .

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi bertanggung jawab atas
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah
dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor § Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang
material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025 pada
DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK
melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK. serta merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadal.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat |



Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan
yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko
kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari
APBD TA 2025 pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi telah sesuai dengan
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tzhun 2008 tentang Partai
Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
dalam semua hal yang material.

Bandung, 27 Maret 2026
’ BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Penanggung Jawab Pemeriksaan, Qﬁf

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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1.1

1.2

1.3

1.4

BABI
PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara,

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik.

Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara.

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan  kepatuhan ini  adalah untuk  menilai  apakah
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber
dari APBD TA 2025 pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi telah sesuai
dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2025, tidak termasuk
keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah
menurut hukum, pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi. Adapun yang
menjadi sasaran pemeriksaan adalah:

a Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol
dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol
penerima bantuan keuangan;

b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan
dilaporkan di dalam LPJ Banparpol;

¢. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ
Banparpol; dan

d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan
yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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1.5 Kriteria Pemeriksaan
Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor | Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik;

c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik; '

e Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

f.  Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

g. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaanya.
1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol
yang bersumber dari APBD TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu
dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi,
wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan
SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK.. Penarikan kesimpulan
akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berdasarkan Surat ‘Tugas Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor S9/T/ST/DJPKN-V.BDG/PBD.02/03/2026
tanggal 10 Maret 2026, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



BAB II
GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan
keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional
kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan Keuangan tersebut, pengurus parpol wajib
menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun
sekali untuk diperiksa. Pengurus parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan
politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan
untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi dan perhitungan
bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Surat Keputusan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi

Pengesahan pengurus DPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia Nomor 069/SK/DPP/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang
Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas
Indonesia Kota Bekasi.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Pemerintah Kota Bekasi periode 2024-
2029 ditetapkan dengan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 312
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bekasi Nomor 313
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun
2024.

c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai
Solidaritas Indonesia Kota Bekasi adalah 64.635 suara dengan jumlah kursi
sebanyak 2 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan
Wwalikota Nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/1V/2025 Tahun 2025 tentang

e e e ——
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Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Nilai Banparpol untuk DPD Partai Solidaritas
Indonesia Kota Bekasi berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar
Rp484.762.500,00 (64.635 suara x Rp7.500,00).

Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor 069/SK/DPP/2024 tanggal
5 Juni 2024 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah
Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi, meliputi antara lain:

Ketua . Tanti Herawati
Sekretaris  : Ranto Sihombing

Bendahara : Yenny Kristianti

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari
APBD TA 2025 pada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi, tidak ada temuan
signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal
tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota
Bekasi dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang
bersumber dari APBD TA 2025 telah memadai.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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P e DEWAN PIMPINAN DAERAH
KOTA BEKASI

alalETITIE

Nomor : 010/X1l/DPD/2025
Lampiran b
Perihal :-

Kepada Yth;

Ketua BPK —RI

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

JI. Moch. Toha No. 164 Kota Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan Pemeriksaan Badan Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan
Keuangan yang diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota
Bekasi tahun 2025 (Periode Bulan Januari 2025 s/d Bulan Desember 2025) yang bersumber dari 3
APBD, yang terdiri atas: i

a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan
rincian realisasi dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab penyusunan dan penyajian Laporan
Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pedoman Tata Cara
Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang
dikeluarkan oleh Kementerian dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi
berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Llaporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah
diatur dalam peraturan terkait tata cara penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,

Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI,

3. Seluruh transaksi yang bersumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan
pertanggungjawaban,

4. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi memiliki hak penuh atas pengelolaan
asset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional Partai Politik,
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5 5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPD PSI Kota Bekasi dipergunakan untuk

E pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat,

% 6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap

‘g hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan

% pertanggungjawaban kami,

';E; 7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan penyalahgunaan

§ dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap laporan

E pertanggungjawaban),

::.. 8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian internal dalam hal:

2 a. Kendala laporan pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses

§ dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan
3 pertanggungjawaban sesuai prinsip yang berlaku umum,
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b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung
pada pertanggungjawaban,

9. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan keuangan Parpol
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Parpol yang bersumber dari APBD.

Kota Bekasi, 8 Desember 2025
DEWAN PIMPINAN DAERAH

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
KOTA BEKASI
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Lampiran Operasional Kesekertariatan DPD PSI Kota Bekasi

Lampiran 1
Anggaran Biaya

WIFlL 5 Bulan

Rp. 619.770 Rp. 3.098.850
Gaiji Staf Keuangan | 12 Bulan Rp. 4.500.000 Rp. 54.000.000
1
Token 10 Bulan Rp. 2.503.000 Rp. 25.030.000
Pearawatan AC 2 x Perawatan Rp. 4.500.000 Rp. 9.000.000
Sewa Ruko 1 Tahun Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000
ATK 1 Paket Rp. 2.591.600

Total Rp.  193.720.450
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